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KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH DAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02/SKB/MENEG/VI/2000 DAN NOMOR 4/U/SKB/2000 TGL. 29 JUNI 2000 TAHUN 2000
TENTANG

PENDIDIKAN PERKOPERASIAN DAN KEWIRAUSAHAAN

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH DAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, PENDIDIKAN PERKOPERASIAN DAN KEWIRAUSAHAAN,
Menimbang:

Bahwa untuk memasyarakatkan perkoperasian dan kewirausahaan di lembaga pendidikan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian kerakyatan dipandang perlu menetapkan pendidikan perkoperasian dan kewirausahaan di lembaga pendidikan dengan Keputusan Bersama.
Mengingat:

1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 1989 No.6, TLN No. 3390);

2. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (LN Tahun 1982 No. 116, TLN No. 3502);

3. Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (LN Tahun 1995 No. 74, TLN No. 3611);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M/Tahun 1999 mengenai pembentukan Kabinet periode 1999 – 2004;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan dan Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 136 Tahun 1999 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 147 Tahun 1999;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH DAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENDIDIKAN PERKOPERASIAN DAN KEWIRAUSAHAAN
Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga pendidikan adalah sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan pertama (SLTP), sekolah menengah umum (SMU), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah luar biasa (SLB), perguruan tinggi, sanggar kegiatan belajar (SKB), dan satuan pendidikan luar sekolah.

2. Koperasi adalah suatu badan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat.

3. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

4. Pendidikan perkoperasian dan kewirausahaan adalah usaha untuk memasyarakatkan, menumbuhkembangkan apresiasi dan partisipasi peserta didik dan tenaga kependidikan, serta menyiapkan kader koperasi dan wirausaha.

Pasal 2

Pendidikan perkoperasian dan kewirausahaan bertujuan:
a. memasyarakatkan dan mengembangkan perkoperasian dan kewirausahaan melalui lembaga pendidikan;

b. menyiapkan kader-kader koperasi dan wirausaha yang profesional;

c. menumbuhkembangkan koperasi, usaha kecil, dan menengah untuk menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional dalam tatanan ekonomi kerakyatan.

Pasal 3

(1) Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah bertanggung jawab dalam:
a. mengkoordinasikan penetapan kebijakan pengembangan perkoperasian dan kewirausahaan di lembaga pendidikan;

b. menginventarisasi dan melaksanakan pemetaan terhadap lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan perkoperasian dan kewirausahaan.

c. menyusun kebijakan dalam penyiapan kader koperasi dan wirausaha untuk memberdayakan koperasi dan menumbuhkembangkan kewirausahaan di lembaga pendidikan.

d. memantau dan mengevaluasikan pelaksanaan pendidikan perkoperasian dan kewirausahaan dan kegiatan koperasi di lembaga pendidikan;

e. menetapkan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan perkoperasian dan kewirausahaan bekerja sama dengan lembaga pendidikan.

(2) Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab dalam:
a. menetapkan kebijakan pendidikan perkoperasian dan kewirausahaan di lembaga pendidikan;

b. menetapkan materi pelajaran dan sarana prasarana pembelajaran perkoperasian dan kewirausahaan sebagai mata pelajaran/mata kuliah/program belajar atau mengintegrasikan kedalam mata pelajaran/mata kuliah/program belajar yang sesuai, di lembaga pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan;

c. mendorong pendirian dan pemberdayaan koperasi di lembaga pendidikan;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan perkoperasian dan kewirausahaan dan kegiatan di lembaga pendidikan.

Pasal 4

Pelaksanaan Keputusan Bersama ini, ditetapkan oleh Deputi yang sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan Kantor Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dan Direktur Jenderal yang sesuai dengan bidang tugasnya, dan Badan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Dep. Pendidikan Nasional baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bersama ini, dibebankan kepada instansi masing-masing sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, dinyatakan tidak berlaku:

a. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 719/Rpb/XII/79, No. 282a/P/1979 tentang Pendidikan Perkoperasian di Sekolah, Universitas dll. Lembaga Pendidikan di Lingkungan Dep. Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Koperasi Republik Indonesia No. 0158/P/1984,No. 51/M/KPTS/III/1984 tentang Pola Dasar Pembinaan Pendidikan Koperasi.

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Juni 2000
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH,

Ttd.
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